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PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Pemohon, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pipa Delapan, 30 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di  Kabupaten Langkat, sebagai PemohonTermohon, tempat dan tanggal lahir , 05 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  Kabupaten Langkat, sebagai Termohon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Stabat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : 

Pemohon,  NIK  XXXXXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Pipa  Delapan,  30

November  1989,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Peternak,  pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,

tempat  kediaman  di   Kabupaten  Langkat,  sebagai

Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon,  tempat dan tanggal  lahir  ,  05 Juli  1996,  umur 27 tahun, agama

Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di

Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah  mendengar  pihak  Pemohon  dan  memeriksa  bukti-bukti  yang  diajukan

Pemohon di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan  izin  ikrar  talak

tertanggal  XXXXXXXX yang  telah  didaftar  dalam  register  perkara  nomor:

XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb, XXXXXXXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:

1. Bahwa  pada  tanggal  XXXXXXXX,  Pemohon  dan

Termohon  telah  melangsungkan  pernikahan  secara  agama  Islam  di

Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama   Kabupaten  Langkat,  Provinsi  Sumatera  Utara
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sebagaimana  sesuai  dengan  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

XXXXXXXX, tertanggal 04 Desember 2023;  

2.  Bahwa  selama  Pemohon  menikah  dengan  Termohon  belum

dikaruniai anak;  

3.  Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dengan  Termohon  tinggal

bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas

dan hanya sesekali tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;  

4.  Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup

rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 hingga saat ini keadaan

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang

disebabkan karena : 

a. Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan yang dipicu

karena masalah keuangan (ekonomi), sebab Termohon merasa kurang

terpenuhi  dengan  nafkah  yang  telah  Pemohon  berikan  sedangkan

Pemohon telah berusaha untuk memenuhinya;  

b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, karena jika

Pemohon pulang bekerja Termohon sering tidak berada di rumah;  

c. Termohon  sering  membantah  dan  bahkan  melawan  perkataan

maupun nasehat dari Pemohon;  

5.  Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan

Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  yang  berkepanjangan  serta  sulit  diatasi  sehingga  tidak  ada

harapan untuk hidup rukun lagi;     

6.  Bahwa  puncak  perselisihan  antara  Pemohon  dengan  Termohon

terjadi  pada  akhir  bulan  Maret  2022  yang  mana sebelumnya  Termohon

sudah  tidak  mau  untuk  tidur  bersama  dengan  Pemohon,  dan  setiap

Pemohon membujuknya Termohon tetap tidak mau, sehingga karena hal

tersebut Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan sejak saat

itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon

memutuskan  untuk  pergi  meninggalkan  Termohon  dan  kembali  tinggal

dengan orang tua Pemohon, hingga saat ini lebih kurang 1 tahun 9 bulan

lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;  
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7.  Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun

tidak berhasil;  

8.  Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti  dijelaskan di atas,

maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat

hidup  rukun  kembali  bersama  Termohon  untuk  membina  rumah  tangga

yang bahagia dimasa yang akan datang;  

9.  Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;   

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di  atas,  Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Stabat;  

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;  

 SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  demi  kepentingan  pemeriksaan  perkara  ini,  Pemohon  dan

Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  serta  telah  diperintahkan

supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang

menghadap  di  persidangan  secara  in  person,  sedangkan  Termohon  tidak

pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan,

walaupun  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  serta

ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa  upaya  mediasi  dengan  bantuan  mediator  tidak  dapat
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dilaksanakan  disebabkan  Termohon  tidak  pernah  hadir,  Ketua  Majelis

memberikan  nasehat  kepada  Pemohon  supaya  menyelesaikan  perkara  ini

secara  kekeluargaan,  namun  tidak  berhasil  karena  Pemohon  tetap  pada

keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa  kemudian  persidangan  dilanjutkan  pada  tahap  pemeriksaan

perkara  dalam  persidangan  yang  tertutup  untuk  umum,  diawali  dengan

dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan

oleh  KUA   Kabupaten  Langkat  Provinsi  Sumatera  Utara,  tanggal  04

Desember 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan

diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis,

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman   Kabupaten  Langkat,  dan  saksi

menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Pemohon bersedia di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  pasangan  suami  isteri  yang

menikah secara syariat Islam pada XXXXXXXX di  Kabupaten Langkat; 

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Termohon di  Kabupaten Langkat dan hanya sesekali

tinggal bersama dengan orang tua Pemohon; 

- Bahwa  selama  pernikahannPemohon  dan  Termohon  belum dikaruniai

anak; ; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga
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mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran diantara mereka; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon

dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung

Pemohon  bertengkar  dengan  Termohon  ketika  saksi  berkunjung

kerumah orang tua Termohon dan saksi  mengetahuinya dari  curhatan

Pemohon sebanyak dua kali; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon  adalah  karena  Termohon  dengan  Pemohon  sering  terjadi

perselisihan yang dipicu  karena  masalah keuangan (ekonomi),  sebab

Termohon merasa kurang terpenuhi dengan nafkah yang telah Pemohon

berikan  sedangkan  Pemohon  telah  berusaha  untuk

memenuhinTermohon  sering  keluar  rumah  tanpa  seizin  Pemohon,

karena jika Pemohon pulang bekerja Termohon sering tidak berada di

rumah, Termohon sering  membantah dan bahkan melawan perkataan

maupun nasehat dari Pemohon; 

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan

Termohon adalah pertengkaran mulut; 

- Bahwa  sejak  akhir  bulan  Maret  2022  Pemohon  dan  Termohon  tidak

tinggal  bersama  lagi  hingga  saat  ini  lebih  kurang  1  tahun  9  bulan

lamanya; 

- Bahwa yang pergi  meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon

karena tidak tahan dengan sikap Termohon; 

- Bahwa  selama  berpisah  Pemohon  dan  Termohon  tidak  pernah  lagi

bertemu atau berkomunikasi; 

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah

didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak

berhasil; 

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Pemohon  dengan

Termohon; 
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Saksi 2, Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  kediaman   Kabupaten  Langkat,  dan  saksi

menerangkan  bahwa  ia  adalah  adik  ipar  Pemohon  bersedia  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah

menikah secara syariat Islam pada XXXXXXXX di  Kabupaten Langkat; 

- Bahwa  selama  pernikahannPemohon  dan  Termohon  belum  dikaruniai

anak; ; 

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Termohon di  Kabupaten Langkat dan hanya sesekali

tinggal bersama dengan orang tua Pemohon; 

- Bahwa  sejak  akhir  bulan  Maret  2022  Pemohon  dan  Termohon  tidak

tinggal  bersama  lagi  hingga  saat  ini  lebih  kurang  1  tahun  9  bulan

lamandimana  yang  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  saat  ini  tidak  tinggal  serumah  lagi

karena sejak awal tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon

dengan Termohon karena saksi pernah mendengar langsung, Pemohon

bertengkar dengan Termohon ketika saksi berkunjung kerumah orang tua

Termohon; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon  adalah  karena  Termohon  dengan  Pemohon  sering  terjadi

perselisihan  yang  dipicu  karena  masalah  keuangan  (ekonomi),  sebab

Termohon merasa kurang terpenuhi dengan nafkah yang telah Pemohon

berikan sedangkan Pemohon telah berusaha untuk memenuhinTermohon

sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, karena jika Pemohon pulang

bekerja  Termohon  sering  tidak  berada  di  rumah,  Termohon  sering

membantah  dan  bahkan  melawan  perkataan  maupun  nasehat  dari

Pemohon; 
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- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan

Termohon adalah pertengkaran mulut; 

- Bahwa  selama  berpisah  Pemohon  dan  Termohon  tidak  pernah  lagi

bertemu atau berkomunikasi; 

- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah

didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak

berhasil; 

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Pemohon  dengan

Termohon;  

Bahwa  terhadap  keterangan  saksi-saksi  tersebut  Pemohon  tidak

keberatan dan Pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang

saksi;

Bahwa Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan di

persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin  ikrar  talak

Pemohon  terhadap  Termohon  dan  mohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk

mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa,  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

sebagai  suami  isteri  yang  sah,  maka  Pemohon  sebagai  pihak  yang

berkepentingan (persona standi  in judicio)  memiliki  kedudukan hukum (legal

standing) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara a quo;
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Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  Pemohon  dalam  surat

permohonannya  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  beragama  Islam, telah

melakukan  perkawinan  sesuai  hukum  Islam  dan  tercatat,  maka  perkara  ini

merupakan  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  untuk  memeriksa  dan

menyelesaikannya  sesuai  ketentuan  dalam  Pasal  2  jo. Pasal  49  ayat  (1)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata

Termohon  bertempat  tinggal  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Stabat,  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan  setelah  Termohon

dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi

tentang kewenangan, maka perkara ini  secara kompetensi relatif  merupakan

kewenangan  Pengadilan  Agama Stabat  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya

sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon

dan  Termohon  telah  dipanggil  untuk  hadir  di  persidangan,  sebagaimana

ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  dan  panggilan  tersebut  telah

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2)

dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Pemohon secara  in person hadir di  persidangan, sedangkan Termohon tidak

pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

sah,  Termohon tidak menyampaikan eksepsi  tentang kewenangan meskipun

Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  tidak  ternyata  bahwa

ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan

undang-undang;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2)

huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan,  kewajiban  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Pemohon  agar

berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat

(1),  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama  jo.  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  Pemohon,  ternyata

Pemohon  ingin  bercerai  dengan  Termohon,  dengan  alasan  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dalam  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg  jo.  Pasal 1865

KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  tidak  ada  yang  keberatan  terhadap

keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta

nikah sebagai  probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  dapat

dibuktikan dengan  akta  nikah,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  akta  nikah

tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah (P) Nomor: XXXXXXXX  yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara

Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai,

maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  bukti  P  sebagai  akta  otentik sesuai

ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.  Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

syarat  formil  dan  materil  sebagai  bukti  surat  yang  menerangkan  antara

Pemohon dengan Termohon adalah suami  isteri,  maka Majelis  berpendapat

sepanjang  hubungan  hukum  antara  Pemohon  dengan  Termohon,  Pemohon

telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim

akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon

juga  telah  mengajukan  dua  orang  saksi  di  persidangan  yang  akan

dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua

pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon

dengan Termohon, dua orang saksi melihat dan mendengar secara langsung

Pemohon  dengan  Termohon  bertengkar  sampai  menyebabkan  Pemohon

dengan Termohon sudah berpisah tempat  tinggal,  dan atas  masalah rumah

tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon

telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa dua  orang  saksi  yang  diajukan  Pemohon adalah

orang  yang  kenal  dekat  dengan  Pemohon,  masing-masing  saksi  cakap

bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di

depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172

dan  Pasal  175  R.Bg,  Majelis  Hakim berpendapat  saksi-saksi  yang  diajukan

Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang

pertengkaran  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  berdasarkan

pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya,

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1)

dan  Pasal  309  R.Bg,  keterangan  dua  orang  saksi  Pemohon  tersebut  telah

memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang,  bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi  tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim

berpendapat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  306  R.Bg,  alat  bukti  saksi  yang
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diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya

Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya; 

Menimbang,  bahwa Pemohon telah mengajukan alat  bukti  saksi  yang

telah mencapai  batas  minimal  pembuktian yang telah  menerangkan tentang

pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

maka Majelis Hakim berpendapat  Pemohon telah mampu membuktikan dalil

permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas

Pemohon  telah  dapat  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  dan  telah

memenuhi  norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci  Al  Qur’an

dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  dalam

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  dikaitkan  dengan  keadaan  rumah

tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka

Majelis  Hakim  berpendapat  alasan  yang  diajukan  Pemohon  telah  sesuai

dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon

tidak  melawan  hukum dan  Majelis  memperhatikan  dan  sependapat  dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember

1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara

Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali,

maka  telah  cukup  alasan  bagi  Hakim  untuk  mengabulkan  permohonan

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang,  bahwa Termohon yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  tidak  hadir  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau

kuasanya  yang  sah,  dan  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Termohon  tersebut
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disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim

berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan

dan tidak  melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  tidak  pernah  hadir,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  dan  150  R.Bg,

permohonan  Pemohon  dapat  dikabulkan  dengan  tanpa  hadirnya  Termohon

(verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan

antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan

antara  Pemohon dengan  Termohon  telah  melakukan  hubungan  suami  isteri

(ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di

depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang,  bahwa  nafkah  iddah  merupakan  kewajiban  yang  harus

dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj’i dan lagi pula

oleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, maka

sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada

Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor

1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula

pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir  Juz IV hal. 349 yang artinya :

“Dan wajib  nafkah untuk  perempuan dalam iddah jika  ada dalam talak  raj'i

karena  perempuan  tersebut  masih  menjadi  tanggungan  dan  masih  tetap  di

dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  perlu  mengetengahkan  dalil

syar’i berupa hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai

dari Fatimah binti Qais yang berkaitan dengan nafkah iddah yaitu :

الرجعة          عليها لزوجها كان إذا للمرأة السكنى و النفقة إنما

Artinya: “Sesungguhnya  nafkah  dan  tempat  tinggal  menjadi  hak  seorang

wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dan

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum

Islam, Pemohon diwajibkan membayar nafkah kepada Termohon selama masa

iddah,  maka  Majelis  Hakim  secara  ex  officio menetapkan  nafkah  iddah

Termohon adalah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkannya

kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  49  huruf  a

Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  perkara  ini

termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk

membayarnya;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  dan  perundang-undangan

yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap Termohon  (  Termohon  )  di  depan sidang  Pengadilan

Agama Stabat;  

4. Menetapkan  nafkah  iddah  Termohon  sejumlah  Rp  750.000,00  (tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah);  

5. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  nafkah  iddah  Termohon

sebagaimana  tersebut  pada  diktum  angka  4  diatas  sebelum  Pemohon

mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;  

6. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp615.000,00 ( enam ratus lima belas ribu rupiah);  
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Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Stabat pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  14  Jumadil  Akhir  1445  Hijriah  oleh  Drs.H.Badaruddin

Munthe,S.H.,M.H  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.Maimuddin  dan  M.  Rizfan

Wahyudi,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni

Damayanti,S.H.I  sebagai  Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 

Drs.Maimuddin

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Ketua Majelis,

Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Damayanti,S.H.I

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 495.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  
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J u m l a h : Rp 615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah).
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